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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh sistem pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan kesadaran wajib
pajak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang. Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data
melalui kuesioner terhadap 100 wajib pajak PBB-P2
yang dipilih menggunakan teknik purposive
sampling, serta didukung data sekunder dari Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang. Analisis data
dilakukan menggunakan regresi linier berganda
dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem pemungutan PBB dan
kesadaran wajib pajak secara parsial maupun
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga
perbaikan sistem pemungutan pajak dan peningkatan
kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam
optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2.
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PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber keuangan esensial pemerintah daerah.

Kemampuan daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara mandiri serta membiayai
aktivitas pembangunan tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (Idris, 2024). Khalimi & Iqbal
(2020) berpendapat bahwa PAD dipahami sebagai suatu penerimaan yang pemerintah daerah
dapatkan dari aktivitas mandiri, dengan pemungutan yang dilandaskan pada peraturan daerah
(Lesi & Safkaur, 2020). Potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, hasil pengelolaan aset daerah
yang dipisahkan, retribusi daerah, serta penerimaan lain yang sah merupakan sumber utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah sendiri merupakan kontribusi wajib yang
dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai
kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (A. D. Maharani et
al., 2021). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi pula
tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, kapabilitas dan efektivitas
pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal tercermin dari tingginya perolehan
PAD (Aliefia et al., 2024).

Sumber terbesar yang mendominasi PAD pada Kota Palembang sekarang ini yakni
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pendapatan pajak daerah, apabila dikomparasikan dengan retribusi daerah maupun hasil
pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, ataupun penerimaan lainnya yang sah. Dalam
struktur pajak daerah, terdapat sejumlan macam pajak yang berkontribusi signifikan pada PAD,
diantaranya Pajak Tenaga Listrik dari Sumber Lain (PLN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ketiga
jenis pajak tersebut konsisten menjadi penyumbang terbesar karena tingginya aktivitas ekonomi,
berkembangnya kawasan permukiman, serta meningkatnya jumlah objek pajak di Kota
Palembang.

Berdasarkan data tahun 2024, kontribusi berkisar 22,35% diberikan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-B2) atas realisasi PAD yang bersumber dari pajak
daerah, menjadikan penyumbang terbesar pada tahun tersebut. Pajak Tenaga Listrik dari Sumber
Lain (PLN) menyusul dengan kontribusi 21,57%. Sementara itu, kontribusi 21,36%
disumbangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga sumber ini secara
bersama-sama menyumbang 65% pada PAD lewat sektor pajak daerah yang menunjukkan bahwa
struktur PAD sangat bergantung pada sektor perpajakan daerah, utamanya Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) (Hasan, 2023).

Data target dan realisasi PAD dari sektor pajak daerah menunjukkan bahwa peningkatan
cenderung terjadi terkait realisasi pendapatan pajak daerah pada Kota Palembang semasa periode
2020-2024 serta pada beberapa tahun mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun
demikian, capaian ini tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan yang sama pada seluruh
elemen PAD sektor pajak daerah. Ketika ditelusuri lebih dalam, PBB termasuk di antara sejumlah
sumber PAD yang belum mampu mencapai target secara konsisten. Gambaran yang lebih rinci
terkait kinerja penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya diperlukan guna memahami lebih lanjut
kondisi tersebut. Sebagai satu dari beberapa komponen utama PAD sektor pajak daerah,
seharusnya PBB-B2 memberikan kontribusi signifikan atas penerimaan daerah, akan tetapi
realisasinya tidak selalu selaras akan target yang sudah ditetapkan (Hertati, 2021).

Berdasarkan data realisasi PBB-P2 Kota Palembang selama periode 2020-2024 masih
mengalami ketidakstabilan dalam pencapaian target. Pada tahun 2020, PBB belum mampu
memenuhi target dengan kekurangan 8,30% dari yang ditetapkan. Kondisi berbeda terjadi pada
tahun 2021, dimana penerimaan PBB justru melampaui target dengan kelebihan sebesar 7,44%
yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pemungutan pada tahun tersebut. Namun
capaian itu tidak berlanjut pada tahun 2022, yang dimana PBB kembali mengalami kekurangan
sebesar 1,93%, meskipun selisih ini tergolong kecil. Pada tahun 2023, kekurangan penerimaan
PBB meningkat cukup signifikan menjadi 10,62%, menjadikannya tahun dengan selisih terbesar
selama lima tahun periode pengamatan. Sementara ini, pada tahun 2024 kekurangan penerimaan
kembali mengecil menjadi 3,17% namun tetap menunjukkan bahwa target belum tercapai
sepenuhnya. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir
terdapat empat tahun dimana PBB tidak mencapai target, dengan hanya satu tahun yang berhasil
melampauinya. Hal ini mengindikasi bahwa kinerja PBB masih belum optimal dan memerlukan
perbaikan dari sistem pemungutan maupun kesadaran wajib pajak (Hertati & Umar, 2024).

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan yang diterapkan dalam PBB-
P2, di mana besaran pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan
Daerah dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam sistem ini,
wajib pajak tidak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, melainkan menerima ketetapan yang
telah ditentukan dan wajib melunasinya sesuai jumlah yang tercantum. Oleh karena itu, sistem ini
menuntut ketelitian serta akurasi data objek pajak agar potensi penerimaan PBB dapat
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dioptimalkan (Budi, 2022).
Pemungutan PBB-P2 di Kota Palembang masih menghadapi berbagai tantangan, salah

satunya rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Banyak wajib pajak belum
memahami pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan
daerah, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban
PBB-P2, khususnya di wilayah pedesaan dan pada pemilik lahan dengan nilai jual rendah.
Kondisi ini menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak daerah (Damenta, 2024).

Berdasarkan data persentase Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran di
Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 23,50%, kemudian meningkat menjadi 28,81% di
tahun 2021. Persentase kekurangan pembayaran mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi
25,97%, namun kembali relatif stabil di tahun 2023 sebesar 26,00%. Persentase Wajib Pajak yang
belum membayar pajak di tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 17,45%,
yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban pembayaran PBB-P2. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan dalam
sistem pemungutan pajak berperan krusial guna mendorong kepatuhan masyarakat sebagai Wajib
Pajak (Weng et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang
berlaku, baik secara formal maupun material. Menurut Gantino et al., (2021) kepatuhan pajak
berkaitan dengan pemahaman, sikap, dan perilaku wajib pajak terhadap fungsi pajak, dan sebagai
ketaatan dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks PBB-P2,
peningkatan kepatuhan dapat didukung melalui penerapan sistem pemungutan berbasis teknologi
informasi yang meningkatkan transparansi, kemudahan pembayaran, dan akurasi data, sehingga
berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Antonietti et al., 2025).

Siswanti et al., (2023) menyatakan keberhasilan pemungutan PBB-P2 tidak hanya
bergantung pada sistem, tetapi juga pada kompetensi aparatur pajak daerah dan pemahaman
masyarakat terhadap kewajiban pajak. Aparatur yang profesional dan pelayanan yang baik dapat
meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi yang tepat tentang manfaat pajak
untuk pembangunan daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat sehingga realisasi
penerimaan dari PBB-P2 meningkat dan berkontribusi signifikan pada PAD (Wulandari &
Mubarakah, 2025).

Azizah & Sugiharto, (2024) menyatakan taraf pemahaman maupun kesadaran yang dimiliki
wajib pajak terkait manfaat pajak untuk pembangunan daerah menjadi faktor krusial dalam
keberhasilan pemungutan PBB-P2. Pembayaran pajak tepat waktu tanpa perlu adanya upaya
penagihan intensif cenderung diperlihatkan oleh wajib pajak yang mempunyai kesadaran terkait
kewajibannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, melainkan pula
mampu menciptakan kestabilan serta kontinuitas pada sumber penerimaan bagi pemerintah
daerah, sehingga PAD dapat secara konsisten meningkat. Perpaduan antara sistem pemungutan
yang efektif dan kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan
penerimaan daerah serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (Nisa & Tamrin, 2025). Meskipun
berbagai penelitian telah membahas sistem pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajak, hasil
yang diperoleh menunjukkan temuan yang beragam pada setiap daerah. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan serta kesadaran wajib pajak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota
Palembang (Andaregie et al., 2024).
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LANDASAN TEORI
1. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak
merupakan bentuk bakti warga negara kepada negara tanpa perlu mempertanyakan timbal balik
secara langsung. Dalam perspektif teori ini, pajak tergolong ke dalam kontribusi yang bersifat
wajib, sehingga perlu dipenuhi setiap individu demi terselenggaranya pemerintahan,
pembangunan, serta pelayanan publik yang berkelanjutan (Anam et al., 2025). Teori kewajiban
mutlak menekankan bahwa kepatuhan terhadap pajak lahir dari rasa tanggung jawab moral dan
legal masyarakat kepada negar a(Hwang & Venter, 2025). Oleh karenanya, dalam konteks Pajak
Bumi dan Bangunan, teori ini melandaskan jika seharusnya wajib pajak menjalankan secara
patuh kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar tepat waktu, memahami ketentuan pajak,
maupun menerima prosedur pemungutan yang ditetapkan pemerintah. Penerapan teori ini relevan
dalam mendeskripsikan korelasi yang terjadi di antara sistem pemungutan PBB serta kesadaran
wajib pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2.1 Sistem Pemugutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur penetapan, pembayaran,
dan penagihan pajak guna mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas
penerimaan negara (Khalimi & Prawira, 2022). Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan
pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System.
Self-Assessment System memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, seperti pada PPh dan PPN. Official
Assessment System menetapkan besaran pajak oleh fiskus melalui surat ketetapan pajak,
sebagaimana diterapkan pada PBB. Sementara itu, Withholding System memberikan kewenangan
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya kepada negara,
seperti pada PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPh Final.
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk
membiayai kepentingan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau
bangunan yang bersifat objektif, karena besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi dan nilai
objek pajak (Susanti et al., 2023). Dalam PBB-P2, kewenangan pemungutan berada pada
pemerintah daerah sebagai bagian dari otonomi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Rusli et al., 2025). Penetapan PBB didasarkan pada Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak, dengan memperhatikan objek, subjek,
tarif, sistem pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai faktor yang memengaruhi
efektivitas penerimaan pajak daerah.
3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami, mengetahui, dan
melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela dan benar (Budiartha, 2023). Kesadaran ini
tidak hanya tercermin dari pemenuhan kewajiban formal seperti membayar dan melaporkan pajak,
tetapi juga dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi sosial untuk mendukung
pembangunan negara. Dengan demikian, kepatuhan muncul atas dasar kemauan sendiri, bukan
semata-mata karena paksaan atau sanksi (Hertati, Asmawati, et al., 2021). Menurut Khalimi &
Prawira (2022), kesadaran wajib pajak dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu pengetahuan
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dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pemahaman fungsi pajak dalam pembangunan,
sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban secara sukarela, serta
ketepatan dan kebenaran dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Kelima aspek tersebut
mencerminkan kombinasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menunjukkan komitmen wajib
pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Hertati, Safkaur, et al., 2021).
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang menjadi hak pemerintah
daerah dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang
dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. PAD
menjadi indikator kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri (Hertati et al., 2020). Besarnya
PAD dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset
daerah, serta inovasi sumber pendapatan lainnya. Semakin tinggi PAD, semakin kuat kapasitas
daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan pada transfer
pemerintah pusat (Marvianto, 2025).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dan sekunder. Data

primer diperoleh melalui kuesioner skala Likert 1–5 kepada wajib pajak PBB-P2 untuk mengukur
Sistem Pemungutan PBB (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Peningkatan PAD (Y),
sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi Bapenda Kota Palembang periode 2020–
2024. Populasi penelitian berjumlah 438.965 wajib pajak PBB-P2 tahun 2024, dengan sampel
sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin (error 10%) dan teknik
purposive sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 30 untuk menguji pengaruh
antarvariabel secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Deskriptif Data Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak PBB-P2 di Kota Palembang.
Berdasarkan karakteristiknya, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (55%), sedangkan
perempuan sebesar 45%. Ditinjau dari pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai
TNI/POLRI (34%), diikuti PNS/ASN (23%), wiraswasta dan lain-lain (masing-masing 14%),
swasta (9%), serta BUMN (6%). Dari segi pendidikan terakhir, mayoritas responden merupakan
lulusan SMA/SMK (52%), disusul S1 (29%), D3/D4 (16%), dan S2 (3%), yang menunjukkan
tingkat pendidikan responden relatif memadai dalam memahami kewajiban perpajakan.

Berdasarkan lama menjadi wajib pajak, sebanyak 45% responden telah terdaftar lebih dari
5 tahun, 29% selama 2–5 tahun, dan 26% kurang dari 2 tahun, yang mengindikasikan
pengalaman perpajakan yang cukup stabil. Ditinjau dari wilayah domisili, responden paling
banyak berasal dari Kecamatan Sukarami (49%), diikuti Alang-Alang Lebar (15%), sementara
kecamatan lainnya tersebar dengan persentase lebih kecil, sehingga mencerminkan distribusi
responden yang cukup beragam secara geografis. Dari aspek usia, responden berada pada rentang
23–63 tahun dengan rata-rata 38,09 tahun, yang menunjukkan dominasi usia produktif dan
berpotensi memiliki tingkat tanggung jawab ekonomi yang tinggi. Secara umum, karakteristik ini
menggambarkan bahwa responden penelitian didominasi oleh wajib pajak dewasa yang memiliki
pengalaman dan kapasitas memadai dalam memenuhi kewajiban PBB-P2.
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2. Kualitas Data
2.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X1 (Sistem
Pemungutan PBB), X2 (Kesadaran Wajib Pajak), dan Y (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)
memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,195). Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir
pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan sesuai dengan konstruk
penelitian. Dengan demikian, seluruh item pada ketiga variabel dinyatakan valid dan layak
digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.
2.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha
di atas kriteria 0,60. Variabel Sistem Pemungutan PBB memperoleh nilai 0,897, Kesadaran
Wajib Pajak sebesar 0,918, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,923, yang
seluruhnya menunjukkan tingkat konsistensi internal sangat baik. Nilai tersebut mengindikasikan
bahwa instrumen penelitian memiliki kestabilan dan keandalan yang tinggi dalam mengukur
variabel secara konsisten. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan
layak digunakan dalam proses analisis selanjutnya.
3. Uji Asumsi Klasik
3.1 Uji Normalitas

Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Berdasarkan grafik Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual, titik-titik

residual terlihat menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut secara
konsisten dari bagian bawah hingga atas grafik. Tidak tampak adanya penyimpangan yang
ekstrem, seperti pola melengkung tajam atau penyebaran yang menjauh secara signifikan dari
garis diagonal. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal.
Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka model regresi linear berganda yang digunakan
dalam penelitian ini dapat dikatakan layak untuk analisis lebih lanjut.
3.2 Uji Multikoinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Sistem Pemungutan PBB dan
Kesadaran Wajib Pajak masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,377 (di atas 0,01) dan
nilai VIF sebesar 2,653 (di bawah 10). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak
mengalami gejala multikolinearitas dan telah memenuhi kriteria kelayakan untuk digunakan pada
analisis selanjutnya.
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3.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik

residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak
membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak
mengalami gejala heteroskedastisitas.
4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Regresi Linear Berganda

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)
Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini

yang didapatkan berdasarkan perhitungan hasil yakni:
Y = 4,033 + 0,405X1 + 0,383X2

Keterangan:
Y = Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
X1 = Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
X2 = Kesadaran Wajib Pajak

Nilai konstanta sebesar 4,033 menunjukkan bahwa ketika Sistem Pemungutan PBB dan
Kesadaran Wajib Pajak bernilai nol, Peningkatan PAD tetap berada pada tingkat dasar tersebut.
Koefisien regresi Sistem Pemungutan PBB sebesar 0,405 dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar
0,383 menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, di mana
setiap kenaikan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan PAD dengan
asumsi variabel lain konstan. Seluruh koefisien bernilai positif, yang berarti hubungan
antarvariabel bersifat searah. Sistem Pemungutan PBB memiliki pengaruh lebih dominan karena
nilai koefisiennya lebih besar, namun Kesadaran Wajib Pajak juga memberikan kontribusi yang

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 4,033 2,284 1,765 0,081
Sistem

Pemungutan
Pajak Bumi
dan Bangunan

0,405 0,128 0,389 3,172 0,002

Kesadaran
Wajib Pajak

0,383 0,146 0,321 2,615 0,010
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signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada
aspek administratif pemungutan pajak, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan kesadaran
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sinergi antara penguatan
sistem pemungutan yang efektif dan peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi strategi penting
dalam mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.
5. Uji Hipotesis
5.1 Uji t (Uji Parsial)

Tabel 2 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)
Berdasarkan hasil uji t, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

Peningkatan PAD. Variabel Sistem Pemungutan PBB (X₁) memiliki koefisien regresi 0,405
dengan nilai t hitung 3,172 dan Sig. 0,002 (< 0,05), sehingga dinyatakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Peningkatan PAD. Sementara itu, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂)
memiliki koefisien regresi 0,383 dengan nilai t hitung 2,615 dan Sig. 0,010 (< 0,05), yang juga
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan PAD. Dengan demikian,
semakin baik sistem pemungutan PBB dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin
meningkat pula penerimaan PAD.
5.2 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 3 Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

Regression 763,405 2 381,702 39,786 <0,001b
Residual 930,595 97 9,594
Total 1694,000 99

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)
Berdasarkan hasil uji simultan, F-hitung = 39,786 dengan Sig. < 0,001, menunjukkan

bahwa Sistem Pemungutan PBB (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh simultan
signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y). Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima dan
model regresi layak digunakan. Hasil ini menegaskan pentingnya kedua variabel independen
dalam mendorong peningkatan PAD. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi
bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan kesadaran wajib
pajak.

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std.
Error

Beta

(Constant) 4,033 2,284 1,765 0,081
Sistem

Pemungutan
Pajak Bumi

dan
Bangunan

0,405 0,128 0,389 3,172 0,002

Kesadaran
Wajib Pajak

0,383 0,146 0,321 2,615 0,010
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5.3 Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 4 Hasil Uji R2

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)
Berdasarkan Tabel Model Summary, R² = 0,451 menunjukkan bahwa Sistem Pemungutan

PBB dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan menjelaskan 45,1% variasi Peningkatan PAD,
sedangkan 54,9% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian, seperti kondisi ekonomi, kebijakan
pemerintah, dan sosial masyarakat. Adjusted R² = 0,439 menegaskan bahwa setelah penyesuaian
variabel, model regresi tetap layak digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel
independen dan dependen.
Sistem Pemungutan PBB Terhadap Peningkatan PAD

Berdasarkan uji t, Sistem Pemungutan PBB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD
dengan koefisien 0,405 dan Sig. 0,002 < 0,05. Hal ini selaras dengan Teori Bakti yang
memandang pajak sebagai bentuk pengabdian warga negara, di mana sistem pemungutan yang
tertib, jelas, dan transparan memudahkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan
Ass et al., (2025) dan Hartati et al., (2023), yang menekankan efektivitas pengelolaan PBB-P2
dalam meningkatkan PAD melalui administrasi, pemungutan, dan pengawasan yang optimal.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Peningkatan PAD

Hasil uji t menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap
PAD dengan koefisien 0,383 dan Sig. 0,010 < 0,05. Teori Bakti menekankan bahwa kepatuhan
sukarela, pemahaman fungsi pajak, dan tanggung jawab moral wajib pajak berperan penting
dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Temuan ini sesuai Maharani et al., (2025) dan
Ramadhani et al., (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin
besar potensi PAD.
Pengaruh Simultan Sistem Pemungutan PBB dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Peningkatan PAD

Uji F menunjukkan F-hitung = 39,786 dengan Sig. < 0,001, menegaskan pengaruh simultan
signifikan sistem pemungutan PBB dan kesadaran wajib pajak terhadap PAD. Hasil ini
menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD merupakan hasil keterpaduan sistem
pemungutan yang efisien dan partisipasi masyarakat yang sadar pajak. Temuan ini sejalan dengan
Riyani & Fitri, (2025) dan Tresnawati et al., (2023), yang menyatakan bahwa kombinasi kedua
faktor tersebut meningkatkan realisasi penerimaan PBB dan memperkuat PAD secara
berkelanjutan.

KESIMPULAN
Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik
secara parsial maupun simultan. Sistem pemungutan yang tertib, jelas, dan transparan
memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sementara kesadaran sukarela dan
pemahaman fungsi pajak mendorong kepatuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Teori
Bakti yang memandang pajak sebagai bentuk pengabdian warga negara kepada negara melalui
pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tertib dan sukarela. Dengan demikian, keterpaduan
antara sistem pemungutan yang efisien dan partisipasi masyarakat yang sadar pajak mampu

Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 0,671a 0,451 0,439 3,09738
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meningkatkan realisasi penerimaan PBB, memperkuat PAD secara berkelanjutan, serta
mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik daerah secara efektif.
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